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TENTANG 

STANDAR PELAYANAN LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA KABUPATEN SOPPENG  
 

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN SOPPENG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 
sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 
Pelayanan, intinya menyatakan bahwa setiap 
penyelenggara pelayanan publik wajib untuk menyusun, 
menetapkan, dan menerapkan standar Pelayanan serta 
menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan 
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan 
kondisi lingkungan;  

b. bahwa pelayanan publik saat ini sudah menjadi kebutuhan 
dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. 
Walaupun di masa pandemi, kebutuhan tersebut harus 
tetap dapat dilaksanakan secara baik dan diadaptasi oleh 
para penyelenggara layanan dalam meningkatkan standar 
pelayanan publik demi upaya pencegahan penyebaran 
Covid-19; 

c. bahwa perubahan standar pelayanan yang tidak mengikuti 
dinamika perkembangan cenderung sepihak dan tanpa 
adanya publikasi kepada masyarakat dapat menjadi celah 
mal administrasi dalam pelayanan publik, maka perlu 
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dilakukan penyesuaian; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan 
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014  tentang 
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020  tentang 
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 



 

 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Soppeng Nomor 113); 

9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 93 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Soppeng 
Tahun 2017 Nomor 93); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Standar Pelayanan Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana ini. 

KEDUA  : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 
wajib dilaksanakan oleh aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng  dan sebagai acuan 
dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan 
masyarakat (pengguna layanan). 

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Bupati Soppeng di Watansoppeng; 
2. Wakil Bupati Soppeng di Watansoppeng; 
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng 

Ditetapkan di Watansoppeng 
Pada tanggal 7 September 2023 
 
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA 
KAB. SOPPENG 
 

 
 
Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM 
Pangkat : Pembina Tk.I 
Nip : 19690227 199209 2 001 


